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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 275 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN,ORGANISASI DAN TATA KERJA
PANTISOSIAL BINA KARYA WANITA HARAPAN MULIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNURPHOVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa' 1berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan

Pasal 44 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 240 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Panti
Sosial 8illa Karya Wanita Harapan Mulia;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

2. Undan£l-Undang Nomor 1 Tahun 2004 centang Perbendaharac.n

Negara;

3. Uridang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa.' n
Pe'ngel:>laan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Urld3n!l-Undang Nomor 29 Tahun 200"1 tentang Pemerintahan
Pro\'im',i Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negar21;

'';
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik NegaralDaerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah setagaimana telah
beberapa I<ali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan
Sosial;;.

18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

19. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman,
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan;

20. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan Panti Sosial;

21. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2014 tentang Kepesertaan
dan Pelayanan Jaminan Kesehatan;

22. Peraturan Gubernur Nomor 240 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KE,RJA PANTI SOSIAL BINA KARYA WANITA HARAPAN
MULIA.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai lJnsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

5. SekretG\ris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

6. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat
Sekrelaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan' Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

g. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut
Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

10. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

12. Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia adalah Panti Sosial
Bina Karya Wanita Harapan Mulia Dinas Sosial Provinsi Daerah
Khusu? Ibukota Jakarta.

13. Kepala Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia adalah
Kepala ~anti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD
adalan'Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
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16. Wanita· Tuna Susila adalah wanita yang melakukan hubungan
seksual dengan lawan jenis secara berulang-ulang dan berganti­
ganti pasangan di luar perkawinan yang sah dengan tujuan
mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Panti Sosial Bina Karya
Wanita Harapan Mulia.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia merupakan Unit
Pelaksana Teknis Dinas Sosial dalam pelaksanaan pengelolaan
kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial Wanita Tuna Susila
hasH penertiban.

(2) Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia dipimpin oleh
seorang Kepala Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia
yang cialam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Panti Sosial Bina Karya Wan ita Harapan Mulia mempunyai tugas
menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan rehabHitasi sosial
Wanit" Tuna Susila hasH penertiban di daerah.

(2) Untuk l11elaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ).
Panti Sasial Bina Karya Wanita Harapan Mulia menyelenggarakan
fungsi :

a. perlyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia:

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia:

c. penyusunan pedaman dan standar teknis pelayanan rehabilitClsi
sosial wanita tuna susila hasH penertiban;

d. pelaksanaan pendekatan awal yang rT,eliputi observClsi,
identifikasi, seleksi dan mativasi;

e. pelaksanaan penerimaan meliputi registrasi. persyaratan
administrasi dan penempatan dalam Panti;

f. pelaksanaan asesmen meliputi penelaahan, pengungkapan dan
pelYlahaman masalah dan patensi;
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g. pelaksanaan perawatan meliputi pemenuhan kebutuhan
sandang, pangan dan pemeliharaan kesehatan;

h. pelaksanaan pembinaan meliputi pembinaan fisiko bimbingan
mental, spiritual, sosial dan keterampilan;

i. pelaksanaan penyaluran kerja, magang daniatau kerja sama
pembinaan keterampilan dengan lembaga lain:

j. pengoordinasian pemberian bantuan advokasi, bantuan sosial
dan perlindungan sosial;

k. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran kembali kepada keluarga
'dan rujukan ke lembaga pelayanan lain;

I. pelaksanaan pembina an lanjut meliputi monitoring, konsultasi.
asistensi, pemantapan dan terminasi;

m. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan
pra:sarana dan sarana Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan
Mulia;

n. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerja sama serta
kemitraan dengan lembaga lainnya;

O. pelaksanaan pengembangan pelayanan luar Panti Sosial Bina
I<alya Wanita Harapan Mulia;

p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

q. pel.3ksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang
Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia;

r. pelaksanaan pengelolaan informasi pelayanan publik;

S. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Panti Sosial Bina
Karya Wanita Harapan Mulia;

t. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Panti
Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia; dan

U. pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan
flingsi Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan
Mulia, tmdiri dari :

a. KepClla Panti;

b. Subbagian Tata Usaha;

C. Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial;

d. Satuan Pelaksana Pembina an Sosial; dan

e. Subkelompok Jabatan Fungsional.



6

(2) Bagan Susunan Organisasi Panti Sosial Bina Karya Wanita
Harapan Mulia sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), tercantum
dalam ;_ampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Panti

Pasal 6

Kepala Panti mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Panti: Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4:

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana
dan Subkelompok Jabatan Fungsional:

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD
dan/atall Instansi Pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia: dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Panti Sosial Bina Karya Wan ita Harapan Mulia.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam
pelak~al"'aan administrasi Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan
Mulia.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kep,ala Panti.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan melaksanakan Dokumen
PeJaksanaan Anggaran Panti Sosial Bina Karya Wanita
Harapan Mulia sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran
dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Bina Karya
Wan ita Harapan Mulia:

d. men:lusun bahan standar operasional da:l prosedur teknis
sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
F'anti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia:

f. rnnlaksanakan pengelolaan kepegawaian, ke'Jangan dan barang
Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia:
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g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Panti
Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia;

h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja Panti Sosial Bina Karya
Wanita Harapan Mulla;

i. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Panti
Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia;

j. melaksanakan pengelolaan informasi pelayanan publik;

k. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;

I. rner,goordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan
kegiatan serta akuntabilitas Panti Sosial Bina Karya Wanita
Hal'apan Mulia; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial

Pasal8

(1) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial merupakan Satuan Kerja lini
Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia d'3lam pelaksanaan
kegiatan pelayanan sosial.

(2) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala
Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Panti.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
bukan jabatan struktural.

(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
diangkal dan diberhentikan oleh Kepala Dinas

(5) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial rnempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anflgaran Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia sesuai
c1engan lingkup tugasnya;

b. meiaksanakan rencana strategis dan dOKumen pelaksanaan
anugaran Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis
pelayanan sosial wanita tuna susila hasil penertiban:

d. melaKsanakan penjangkauan dan pendekatan awal meliputi
observasi, identifikasi, motivasi dan seleksi:

e. melaksanakan penerimaan meliputi registrasi dan persyaratan
adrninlstrasi serta penempatan dalam Panti Sosial Bina Karya
VVanita Harapan Mulia;

f. melaksanakan asesmen mellputi penelaahan, pengungkapan
dan pemahaman masalah dan potensi;
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g. melaksanakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan:

h. melaksanakan orientasi lingkungan dan bimbingan aktivitas
kehidllpan sehari-hari (Activity Daily Living);

i. rnelaksanakan pemeliharaan, perawatan fisik dan kesehatan; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial

Pasal9

(1) Satl:Jan Pelaksana Pembinaan Sosial merupakan Satuan Kerja lini
Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia dalam pelaksanaan
kegiatan pembinaan sosial.

(2) Satuan, Pelaksana Pembinaan Sosial dipimpin oleh seorang
Kepala. Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Panti.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pad a ayat (2).
bukan jabatan struktural.

(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
diangkat clan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

(5) SatlJan Pelaksana Pembinaan Sosial mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia sesuai
dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksana8n
ang;:)aran Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis
pembinaan sosial wanita tuna susila hasil penertiban:

d. melaksanakan konsultasi psikologis, konseling dan terapi
sosial;

e. melaksanakan kunjungan rumah dan/atau konsultasi keluarga:

f. melaksanakan pembahasan kasus;

g. melaksanakan pemberian bantuan advokasi dan bantuan
sosial;

h. melaksanakan bimbingan sosial, fisik, mental keagamaan.
kesenian, keterampilan dan rekreasi;

i. melaksanakan resosialisasi, penyaluran, pembinaan lanjllt dan
terminasi;

j. melaksanakan pengembangan pelayanan ILiar pallti: dan

k. melaflor'kan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Satl an Pelaksana Pembina an Sosial.
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Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

(1) Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia dapal mempunyai
Subkelompok Jabalan Fungsional.

(2) Subkelompok Jabalan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), rnelaksanakan tugas dalam susunan organisasi struklural
Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia.

Pasal 11

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabal
Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Panti
Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia sebagai bagian dari
Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Sosial.

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipimpin oleh Kelua Subkelompok Jabatan Fungsional
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Panti.

(3) Ketua .subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti
dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Panti Sosial
Bina Karya Wanita Harapan Mulia diatur dengan Peraturan
Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

(1) Kepala Panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
merupak8n Jabatan Struktural Eselon III A.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 3{at (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Panti Sosial Bina Karya
Wanita Harapan Mulia wajib taat dan berpedoman pada ketentuan
perclturan perundang-undangan.

(2) Kepala Panti mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakal.
dalam rangka meningkatkan kinerja dan Illemperlancar
pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Karya Wanita
Harapan Mulia.
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Pasal 14

Kepala Unit, f(epala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti
Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia wajib melaksanakan tugas
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan sel1a menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi,
sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivilas dan
efisiensi.

Pasal 15

(1) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Saluan
Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada
Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia wajib memimpin,
mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan,
memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai
kinerja bawahan masing-masing.

(2) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
Pel~lks'ana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan
Pegawai pada Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia
wajib' mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing­
masing sesuai dengan ketenluan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Pallti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional p<lda Panti
Sosial Bin;:; I<arya Wanita Harapan Mulia wajib mengawasi dan
mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta
mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan apabila menernukan
adanya per yirnpangan dan/atau indikasi penyirnpangan.

Pasal 17

(1) Kepalc P<:mti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
Pelaksana, Ketua Subkelornpok Jabatan Fungsional dan Pegawai
pada Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia wajib
menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada
atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Atasan yang rnenerirna laporan sebagairnana dimaksud pada
ayat ('I), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima
sebagoli bahan pengarnbilan keputusan sesuai dengan kewenangan
masiri~-rnasing., .

Pasal 18

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pembina an kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan
reforrnasi birokrasi terhadap Panti So sial B:lla Karya Wanita
Harapan fvlulia.

(2) Ketent'.1en lebih lanjut mengenai pernbinaan sebagaimana
dimak~,L1d pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.
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BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Pegawai pada Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia
merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil; dan
b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ker)a.

(2)

(3)

Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pad a ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undan~lari tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Panti Sosial Bina
Karya Wanita Harapan Mulia mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian
dari pembinaan kepegawaian Dinas Sosial.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

(1) Belanja petaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Karya
Wanita Harapan Mulia dibebankan pad a Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

(2) Pengelcllaan belanja sebagaimana dimaksud pad a ayat (1).
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

(1) Pendapalan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi
Panti Sosial Bina Karya Wanila Harapan f\·1ulia merupakan
pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pacla ayat (1 l.
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-unclangan
bidang keuangan negara/claerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

(1) Asel yang dipergunakan oleh Panti So sial Bina Karya Wanita
Harapan Mulia sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan
aset jaerah dengan status kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan.

(2) Pengeiolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dim,lkEud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perulldang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan
ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan
baranQ rrdlik negara/daerah.
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Pasal 23

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Panti Sosial Bina
Karya Wanita Harapan Mulia dalam bentuk pemberian hibah atau
bantuan barang dari Pihak Ketiga kepada Panti Sosial Bina Karya
Wanita Harapan Mulia dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.

(2) Penerirpaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ),
segera dilaporkan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya dilaporkan
kepi3da Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah
(SUD) untuk dicatat dalam daftar Sarang Milik Daerah.

SAS X

PELAPORAN DAN AKUNTASILITAS

Pasal 24

(1) Panti Sosial Sina Karya Wanita Harapan Mulia menyusun dan
menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan,
bula,nan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi
laporan :

a. kepegawaian;
b. keuangan;
c. barang;
d, kinerja;
e. akuntabilitas; dan
f. kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas Panti Sosial Sina Karya Wanita Harapan
Mulia mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bag ian
dari sistem pengendalian internal Dinas Sosial.

BAS XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Panti Sosial Sina Karya Wanita Harapan Mulia
dilaksanakan aleh :

a, Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara; dan

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi ,Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja Panti Sosial Bina
Karya VJar~ita Harapan Mulia diatur/ditetapkan c1engan Peraturan
Gubernur/ I<.eputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan.
kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

, ..
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BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Panti Sosial Bina Karya Wan ita Harapan Mulia, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar set,ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pad a tanggal 31 Desernber 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUKI T. PURNAMA

uiundangkan di Jakarta
p?da tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAHPROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

P.[RITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTP,
TAHUN 2014 NOMOR 62142



Lampiran: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 275 TAHUN 2014
Tanggal 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PANTI SOSIAL BINA KARYA WAN ITA HARAPAN MULIA

KEPALA PANTI

I-

SUB8AGIAN
TATA USAHA

.... .................... .l. ...................
SATUAN PELAKSANA
PEMBINAAN SOSIAL

..... ..........................................

SUBKELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

SATUAN PELAKSAN
PELAYANAN SOSIAL

..................1.. .

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUKI T. PURNAMA


